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ABSTRAK

Fahmi Anugerah Putra. 201810115263. Pertanggungjawaban Pidana Pejabat
Pembuat Komitmen Dalam Hal Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Modus Jual
Beli Jabatan Aparatur Sipil Negara Provinsi Banten.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
metode pendekatan yuridis normatif serta menggunakan pendekatan kasus. Salah
satu bentuk tindak pidana korupsi adalah penyimpangan dalam proses pengadaan
barang/jasa pemerintah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara. Penyimpangan tersebut pada umumnya terjadi karena pejabat yang lalai
atau tidak cermat dalam memahami dan melaksanakan ketentuandalam peraturan
perundang-undangan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan jabatan
yang sangat krusial, hal ini dikarenakan PPK berperan dalam setiap tahapan
pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu kompetensi PPKharus sangat
diperhatikan tidak hanya di bidang pengadaan barang/jasa, kompetensi
manajerial, serta moral dan etika yang baik juga sangat penting. Paramater
pertanggungjawaban pidana oleh PPK merupakan unsur perbuatan melawan
hukum dengan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan
pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan
Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif law research)
dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan pada topik kasus

Provinsi Banten.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanggungjawaban pidana,
dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



ABSTARCT

Fahmi Anugerah Putra. 201810115263. Criminal Liability of Commitment
Making Officials in the Case of Procurement of Goods and Services Using Buying
and Selling Mode of State Civil Apparatus Position in Banten Province.

One form of criminal act of corruption is irregularities in the process of procuring
government goods/services which are detrimental to state finances or the state
economy. These deviations generally occur because officials are negligent or
careless in understanding and implementing the provisions of the laws and
regulations. The Commitment Making Officer (PPK) is a very crucial position, this
is because the PPK plays a role in every stage of procurement of government
goods/services. Therefore, PPK competence must be given great attention not only
in the field of procurement of goods/services, managerial competence, as well as
good morals and ethics are also very important. The parameters of criminal liability
by the PPK are elements of unlawful acts involving abuse of authority inaccordance
with article 2 paragraph (1) and article 3 of Law Number 31 of 2009 as amended
by LawNumber 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. This
research is normative legal research with a legislative approach related to the topic

of the Banten Province case.

Keywords: procurement of government goods/services, criminal liability, and
Commitment Making Officer (PPK).
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